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PUTUSAN
Nomor 6108/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg
Ed -’\/‘ ' \- -
@\:&"/ S /'./'
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 November 1976, agama
Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, dalam hal
ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Nur Samsun
Ardy, S.H., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, S.H. pekerjaan
Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Karanganyar
RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan
Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa
Timur, dengan ini menggunakan domisili elektronik pada

alamat e-mail: samsunardy@gmail.com, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, yang terdaftar dalam
register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor: 4203/Kuasa/11/2023/PA.Kab.Mlg,
tanggal 06 November 2023, sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, tempat dan tanggal lahir Malang, agama Islam, pekerjaan
wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten
Malang Provinsi Jawa Timur, Sekarang tidak diketahui
alamatnya diwilayah republik indonesia, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor
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6108/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 November 2023 dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut :
1. Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Provinsi Jawa
Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0291/49/111/2015 Tanggal 23 Maret
2015);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa
Timur; Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (Ba’da Dhuhul) dan dikaruniai 1 (satu)
orang anak yang Bernama Anak, Laki-laki, Lahir di Malang tanggal 18 April
2016 Umur (7 tahun 6 bulan);
3. Kurang lebih sejak Januari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga di sebabkan antara lain :
a. Bahwa Termohon menuntut nafkah yang berlebih
diluar kemampuan Pemohon;
b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai
rumah tangga dan Termohon apabila dinasehati oleh Pemohon selalu
membantah ;
C. Bahawa Termohon cemburu buta, dan sering
menuduh jika Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang
tidak jelas buktinya;
4. Bahwa sejak Bulan Januari tahun 2023, pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon terus menerus terjadi dan semakin meruncing, puncaknya
terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dan Termohon, yang
Termohon meninggalkan rumah Pemohon saat Pemohon bekerja sekarang
tidak diketahui keberadaan / alamatnya yang jelas masih di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon
sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan dan sudah tidak melakukan
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kewajiban masing-masing sebagai layaknya suami-istri, meskipun Keluarga
dan Pemohon berusaha untuk mencariTermohon di rumah orang tua
Termohon sebagai mana alamat tersebut diatas dengan tujuan merukunkan
kembali kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun
kedua keluarga sudah tidak bisa merukunkan kembali;
6. Bahwa atas perlakuan dan tindakan Termohon tersebut serta keadaan
rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Pemohon merasa sudah
tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama
Termohon, dan satu-satunya jalan terbaik adalah perceraian, karena
kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak
dapat terwujud sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat
perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR
1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk

menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan
sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
SUBSIDAIR
Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain,
mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Samsun
Ardy, S.H., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, S.H., para Advokat, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah
sesuai dengan syarat formil dan materiil;
Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi
Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan

Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
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lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 6108/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mig
tanggal 06 November 2023 tanggal 06 Desember 2023 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat pemohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , NIK
350521107810002, tanggal 27-11-2015, yang dikeluarkan oleh Prov
Jatim, Kabupaten Blitar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, nomor
471.12/113/35.07.09.1011/2023 tanggal 13 Oktober 2023, vyang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten
Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0291/49/111/2015 tanggal 23
Maret 2015, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wajak Kabupaten
Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI :
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Saksi 1, Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami

istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering

berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa

kurang dan menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah

tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak

pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi

keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi

sama sekali;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,

akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
Saksi 2, Saksi Il, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat
tinggal di Kabupaten Blitar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami

istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering

berselisin dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu merasa

kurang atas nafkah yang diberikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah

tempat tinggal sekitar 8 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak

pernah saling mengunjungi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi

keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi

sama sekali;
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- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan
kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan
tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam
perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa
tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa
kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum
Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat
kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama  Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor
4203/Kuasa/11/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 November 2023, didalamnya
Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang
bernama Nur Samsun Ardy, S.H., dan Ahmad Fauzi Ali Bahtiar, S.H. kuasa
hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari
organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi,
karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara
perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama
Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamongan maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No
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50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan
pendapat ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam
Kitab Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi:

Al Y o b o A SIS (e S o3

Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,

kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah | halaman 164

menyebutkan bahwa :
iy adde SO Fl (S e gl

Artinya : “Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti”
Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak
adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
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sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dan
menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Surat
Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi Termohon yang
sudah tidak diketahui kebertadaannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya
dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah
menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah
fakta yang hanya diketahuinya langsung, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
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171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai bukiti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah
merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi
telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo
Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah
mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan
keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh
karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta
keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum
pernah bercerai;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah
dikaruniai seorang anak;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjasi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

4. Bahwa ketidakharmonisan keduanya dikarenakan Termohon selalu
merasa kurang dan menuntut lebih atas nafkah yang diberikan oleh
Pemohon;

5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini
kurang lebih 8 bulan, Termohon tidak diketahui keberadaannya, meskipun
sudah dicari oleh Pemohon dan ditanyakan kepada keluarganya;

6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

7. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan
bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
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2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara
Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan,
dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui
keberadaannya;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam
1. Al Qur'an Surat Al Bagarah ayat 227 :

,-" air ..||| . .
I,..:J.n:—:.yr al O Fdlad lsaze J"_l_j

Artinya “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz 1l halaman 55 yang diambil

alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

Pl )0 sl gl palanall O gl ddas b OIS g 2] o BB o oLl
Artinya: “Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib
(menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah

memenuhi syarat-syarat pembuktian® .
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti
beralasan maka petitum pemohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan
talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang
Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26
Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.l sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon ;
Ketua Majelis,
Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I
Hakim Anggota Hakim Anggota
Drs. H. SHOBIRIN, M.H. Drs. A. BASHORI, M.A.
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Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 100.000,00
3. Panggilan :Rp 220.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Sumpah : Rp 100.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).
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